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RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH 

KALURAHAN SIDOREJO TAHUN 2021-2026 
 

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang 

Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (UU Desa) mengamanatkan 

penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) dan  Rencana 

Pembangunan Tahunan Desa atau yang disebut Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) 

kepada pemerintahan Desa. RPJM Desa adalah rencana kegiatan pembangunan Desa untuk 

jangka waktu 6 (enam) tahun, dan RKP Desa sebagai penjabaran dari RPJM Desa berlaku 

dalam jangka waktu 1 (satu) tahun. RPJM Desa dan RKP Desa merupakan dasar dalam 

pembangunan Desa dengan tujuan melakukan upaya peningkatan kualitas hidup dan 

kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa. 

Agar pembangunan Kalurahan bisa berjalan dengan baik dan menghasilkan maka 

pembangunan Kalurahan itu harus terencana, terkoordinasi, berbataswaktu, dan sesuai dengan 

kondisi khas masyarakat dan wilayah Kalurahan yang bersangkutan. Selain itu pelaksanaan 

pembangunan Kalurahan melibatkan peran aktif masyarakat, perangkat Kalurahan, lembaga-

lembaga Kalurahan, lembaga di tingkat Kapanewon dan kabupaten (lembaga supra 

Kalurahan), dan lain-lain. Dokumen RPJM Kalurahan menjadi penting sebagai alat bantu 

dalam memantau dan mengevaluasi pelaksanaan pembangunan Kalurahan, agar arahnya tidak 

melenceng dari garis-garis yang telah ditetapkan dalam perencanaan pembangunan Kalurahan 

itu sendiri.  

Maka menjadi penting keberadaan suatu panduan yang meliputi perencanaan, 

pelaksanaan,dan pengawasan pembangunan Kalurahan. Panduan ini juga berguna sebagai 

bahan peningkatan kapasitas aparatur pemerintah Kalurahan dan masyarakat Kalurahan dalam 

pelibatan seluruh pihak pada pembangunan Kalurahan. 

Dalam sudut pandang politik, Pemilihan Lurah  merupakan proses penyusunan 

rencana, karena rakyat pemilih menentukan pilihannya berdasarkan program-program yang 

ditawarkan oleh masing-masing calon. Oleh karena itu rencana pembangunan Kalurahan 

merupakan penjabaran lebih lanjut dari agenda-agenda yang ditawarkan oleh Kepala 

Kalurahan pada saat berkampanye, menjadi rencana pembangunan jangka menengah 

Kalurahan. Berkaitan dengan pembangunan Kalurahan maka ada beberapa masalah yang 

sering kali ditemui di berbagai Padukuhan, perlu mendapat perhatian dan segera diantisipasi, 

diantaranya terbatasnya ketersediaan sumberdaya manusia yang baik dan profesional, 

terbatasnya ketersediaan sumber-sumber pembiayaan yang memadai, baik yang berasal dari 

kemampuan Kalurahan itu sendiri (internal) maupun sumber dana dari luar (eksternal) belum 

tersusunnya kelembagaan sosial-ekonomi yang mampu berperan secara efektif, belum 
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terbangunnya sistem dan regulasi yang jelas dan tegas dan kurangnya kreativitas dan 

partisipasi masyarakat secara lebih kritis dan rasional. 

Berdasarkan ketentuan Pasal 79 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, 

Pemerintah Desa wajib menyusun perencanaan pembangunan desa sesuai dengan 

kewenangannya dengan mengacu pada perencanaan pembangunan Kabupaten. Keberadaan 

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) adalah penting bagi keberadaan 

dan arah pembangunan desa 6 tahun kedepan. RPJM Desa memberikan gambaran yang konkrit 

tentang program-program pembangunan yang akan dilaksanakan selama 6 tahun. Dengan 

demikian konsep penganggaran secara partisipatif yang diwujudkan dalam partisipasi, dapat 

diartikan sebagai pembangunan demokrasi dengan mengacu pada prinsip Good Governance 

(GG) yang mendorong adanya transparasi, partisipasi dan tentu saja akuntabilitas. 

Dalam rangka melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan 

Kalurahan dan untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, pemberdayaan masyarakat, 

serta pembangunan masyarakat, baik fisik dan non fisik. Dengan berpedoman pada landasan 

pemikiran pengaturan Kalurahan dan dalam rangka melaksanakan urusan pemerintahan yang 

menjadi kewenangan Kalurahan serta untuk meningkatkan pelayanan serta pemberdayaan 

masyarakat Kalurahan, maka diperlukan pedoman perencanaan pembangunan Kalurahan yang 

menyeluruh, terukur dan berkelanjutan. 

Pemerintah Kalurahan dalam menyelenggarakan urusan pembangunan Kalurahan 

perlu mendasarkan pada perencanaan pembangunan Kalurahan yang sistematis, terarah, 

terpadu, menyeluruh dan tanggap terhadap perubahan. Hal tersebut dimaksudkan agar 

pelaksanaan pembangunan dapat secara efektif, efisien dan tepat sasaran dalam rangka 

meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat Kalurahan. Oleh karena itu, 

diperlukan adanya sistem perencanaan pembangunan Kalurahan yang merupakan satu 

kesatuan tata cara perencanaan pembangunan Kalurahan guna menghasilkan Rencana 

Pembangunan Jangka Menengah Kalurahan (RPJM Kalurahan) untuk jangka waktu 6 (enam) 

tahun maupun Rencana Kerja Pembangunan Kalurahan (RKP Kalurahan) untuk jangka waktu 

1 (satu) tahun. 

Sistem penyusunan dokumen perencanaan pembangunan Kalurahan menggunakan 

pendekatan perencanaan partisipatif Pembangunan Masyarakat Kalurahan yaitu sistem 

penyusunan perencanaan yang dilaksanakan dengan melibatkan semua pihak yang 

berkepentingan dengan pembangunan Kalurahan. Pelibatan pihak-pihak dimaksud dalam 

rangka untuk mendapatkan aspirasi dan menciptakan rasa memiliki serta tanggungjawab 

bersama dalam pelaksanaan rencana pembangunan bagi kemajuan Kalurahannya. Sistem 

perencanaan pembangunan Kalurahan terdiri dari 4 (empat) tahapan yaitu: 

1. Penyusunan rencana 

2. Penetapan rencana 

3. Pengendalian pelaksanaan rencana; dan 

4. Evaluasi pelaksanaan rencana. 
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Keempat tahapan tersebut diselenggarakan secara berkelanjutan sehingga secara 

keseluruhan membentuk siklus perencanaan yang utuh. Dokumen rencana Pembangunan 

Jangka Menengah Kalurahan (RPJM Kalurahan) dan Rencana Kerja Pembangunan Kalurahan 

(RKP Kalurahan) merupakan pedoman awal dalam melaksanakan kegiatan pemerintahan, 

pembangunan dan kemasyarakatan di Kalurahan. Dalam rangka penyelenggaraan 

pemerintahan Kalurahan disusun Pembangunan Kalurahan satu kesatuan dalam sistem 

perencanaan pembangunan daerah. Perencanaan Pembangunan Kalurahan diselenggarakan 

berdasarkan asas demokrasi dengan prinsip-prinsip kebersamaan, berkeadilan, berkelanjutan, 

berwawasan lingkungan serta kemandirian dengan menjaga kemajuan dan kesatuan 

Kalurahan. Perencanaan Pembangunan Kalurahan dilaksanakan dengan sistem Perencanaan 

Negara, dan mempunyai keterkaitan serta tidak terpisahkan dari sistem perencanaan 

pembangunan daerah. Perencanaan Pembangunan Kalurahan diselenggarakan berdasarkan 

asas demokrasi dengan prinsip-prinsip kebersamaan, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan 

lingkungan serta kemandirian dengan menjaga kemajuan dan kesatuan Kalurahan. 

Perencanaan Pembangunan Kalurahan dilaksanakan dengan sistem Perencanaan 

penyelenggaraan Negara, dan mempunyai keterkaitan serta tidak terpisahkan dari sistem 

perencanaan pembangunan daerah. 

Rancangan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kalurahan (RPJM Kalurahan) 

disusun oleh Pemerintah Kalurahan, dibahas dan disepakati oleh Pemerintah Kalurahan, Badan 

Perwakilan Kalurahan (BPK) dan masyarakat dalam Musyawarah Rencana Pembangunan 

(Musrenbang) Kalurahan, dan selanjutnya ditetapkan dengan Peraturan Kalurahan. Peraturan 

Kalurahan ditetapkan oleh Lurah selanjutnya diundangkan dalam Lembaran Kalurahan oleh 

Carik. 

 

1.2. Maksud dan Tujuan 

1.2.1. Maksud 

Maksud  dari  Penyusunan  dokumen  Rencana  Pembangunan Jangka  Menengah  

Kalurahan    (RPJMKal)  Sidorejo  Tahun  2021-2026 adalah untuk memberikan pegangan 

atau pedoman pada pemerintah Kalurahan tentang kegiatan-kegiatan pembangunan yang akan 

dan sedang dilaksanakan dalam jangka menengah Kalurahan yakni selama 6 (enam) tahun. 

Dokumen RPJMKal ini juga dimaksudkan sebagai visi, misi dan program strategis yang akan 

dilaksnakan oleh Lurah dalam menjalankan pemerintahan Kalurahan selama masa jabatannya. 

Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kalurahan (RPJMKal) Sidorejo Tahun 

2021-2026 merupakan kelanjutan dan pembaharuan dari tahap pembangunan sebelumnya dan 

diarahkan untuk memberikan fokus yang semakin tajam dan tepat guna,   menyelesaikan   

permasalahan-permasalahan pembangunan secara spesifik di Kalurahan. Dengan adanya 

RPJMKal, diharapkan akan terwujud koordinasi yang semakin baik, terciptanya integrasi, 

sinkronisasi, dan sinergi antar pelaku pembangunan (stakeholders) antar ruang, antar  waktu,  

antar  fungsi  pemerintahan  maupun dengan kabupaten, propinsi dan pusat. Selain itu juga 
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diharapkan akan terbangun keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, 

pelaksanaan dan pengawasan. Pada sisi yang lain mampu mengoptimalkan partipasipasi 

masyarakat. 

 

1.2.2. Tujuan 

Rencana Pembangunan Jangka Menengah  Kalurahan  (RPJMKal) Sidorejo disusun 

dengan tujuan sebagai berikut : 

a. Sebagai  bahan  acuan  bagi  seluruh  perangkat  Kalurahan  dalam menentukan 

prioritas program dan kegiatan tahunan yang akan dibiayai  dari  APBKal,  APBD,  

APBN  maupun  swadaya masyarakat. 

b. Sebagai bahan acuan bagi  seluruh  perangkat  Kalurahan  dalam menentukan 

Pendapatan/penerimaan Kalurahan dalam APBKal. 

c.    Sebagai tolok ukur dalam melakukan evaluasi kinerja tahunan. 

 

1.3. Dasar Hukum 

Dasar Hukum penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kalurahan 

(RPJM Kalurahan) dan Rencana Kerja Pembangunan Kalurahan (RKP Kalurahan) adalah: 

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan 

Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 

2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara 

Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 

126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);  

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

5495); 

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah 

Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2014 Nomor 246); 

5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-

Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2014 Nomor 123,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) 

sebagaimana telah diubah atas Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang 

Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan 

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5539); 
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6. Undang-undang Nomor 15 Tahun 1950  tentang Pembentukan daerah Kabupaten dalam 

lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta; 

7. Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih, dan Bebas dari 

Korupsi, Kolusi dan Nepotisme; 

8. Undang-undang nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara 

9. Undang-undang Nomor 17 tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang 

(RPJP) Nasional tahun 2005 – 2025; 

10. Peraturan pemerintah Nomor 20  tahun 2001 tetang Pembinaan dan pengawasan 

Penyelenggaraan Pemerintah Daerah; 

11. Peraturan Daerah Kabupaten Sleman  Nomor  7  tahun 2005  tentang  Rencana 

Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Sleman  tahun 2015-2026; 

12. Peraturan Daerah Kabupaten Sleman  Nomor  9  tahun 2016  tentang  Rencana 

Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sleman  tahun 2016-2021; 

13.  Peraturan Bupati Sleman Nomor 25.2 Tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan 

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa dan Rencana Kerja Pemerintah Desa 

14.  Berita Acara Musrenbang RPJMKal dan RKPKal Kalurahan Sidorejo Kepanewon 

Godean Kabupaten Sleman Tahun 2021 pada tanggal 25 Maret 2021. 

 

1.4.   Hubungan Antar Dokumen 

Penyusunan Rencana Pembangunan  Jangka  Menengah  Kalurahan (RPJM 

Kalurahan) Sidorejo Tahun 2021-2026 dimaksudkan untuk: 

1. Memberikan kejelasan arah  dan  tujuan  pembangunan  yang akan dicapai selama 6 

tahun. 

2. Memberikan   kemudahan   dalam   menyusun   Rencana   Kerja Pembangunan Kalurahan 

(RKP Kalurahan) setiap tahun. 

 

1.4.1. Hubungan RPJMKal Sidorejo dengan RPJPD Kabupaten Sleman 

Sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem 

Perencanaan Pembangunan Nasional dan Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang 

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020-2025, Peraturan Daerah Nomor 7 

Tahun 2005 tentang RPJPD Kabupaten Sleman 2015-2026, maka RPJMKal Sidorejo harus 

mengacu dan selaras dengan RPJP tersebut, mengingat keberhasilan pembangunan di 

Kalurahan seperti yang direncanakan akan menjadi bagian dari keberhasilan pembangunan 

Daerah. 
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BAB II 

GAMBARAN UMUM KONDISI KALURAHAN 

 

2.1. Kondisi Kalurahan 

        Kalurahan Sidorejo adalah sebuah Kalurahan di wilayah Kapanewon Godean, Kabupaten 

Sleman, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Kalurahan Sidorejo terdiri dari 13 padukuhan yang 

terdiri dari 27 RW dan 57 RT dengan rincian sebagai berikut : 

 

Tabel 1: Daftar RT/RW 

No Nama Wilayah Jumlah RW Jumlah RT 

1 Kwagon 2 5 

2 Pare II 2 4 

3 Pare III 2 4 

4 Pare IV 2 4 

5 Bantut 2 4 

6 Jering VI 2 4 

7 Kleben  2 4 

8 Jering VIII 2 5 

9 Kliwonan 2 4 

10 Ganjuran 2 5 

11 Sangonan 2 4 

12 Kemirisewu 3 6 

13 Dongkelan 2 4 

Jumlah  27 57 

Sumber: Data Monografi Kalurahan 2020 

 

Luas wilayah Kalurahan Sidorejo 508,0505 ha, luas lahan yang ada  terbagi dalam 

beberapa  peruntukan sebagai berikut : 

Perincian Sebagai Berikut   

 Lahan Sawah dan Ladang  : 289.6960 Ha 

 Pekarangan dan Pemukiman : 141.9990 Ha 

 Lahan Pekuburan / Makam  :     2.6260 Ha 

 Tanah Kalurahan dan SG  :   55.3975 Ha 

 Industri dan Perkantoran  :     2.2400 Ha  

Kondisi Topografi, Hidrologi, dan Geologi 

  Kalurahan Sidorejo menurut data dari Google Maps menggunakan Fitur GPS berada pada 

110.26736 (Lintang Selatan), Latittude -7.76072 (Bujur Timur).  

 Ketinggian dari Permukaan laut : 105 M/DPL 

 Curah Hujan Rata - Rata  : 2.345 mm/tahun 

 Iklim                                                    : Tropis Basah 

 Topografi ( Struktur Tanah )  : Dataran Rendah dan Perbukitan 

 Suhu Udara rata – Rata  : 22o C – 29o C 

 

Orbitrasi Wikayah 
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Jarak tempuh ke ibu kota Kapanewon Godean sejauh 3 kilometer dengan lama tempuh sekitar 

5 menit.  Jalan Provinsi dan Kabupaten sudah bagus. Jarak tempuh ke ibu kota Kabupaten Sleman 

sejauh 15 kilometer dengan lama tempuh sekitar 25 Menit 

 

2.1.1.  Sejarah Kalurahan 

Kalurahan Sidorejo Kapanewon Godean Kabupaten Sleman memiliki luas 508,0505 Ha. 

Jumlah penduduk Kalurahan Sidorejo hingga akhir tahun 2020 sebanyak 8355 jiwa terdiri dari laki-

laki 4243  jiwa dan perempuan 4112  jiwa tersebar dalam 13 Padukuhan terbagi dalam 57 RT dan 27 

RW . 

Pada tahun 1717 Masehi telah diadakan perjanjian Giyanti antara pemerintahan Belanda dengan 

pemerintahan Kraton Mataram Islam Surakarta Hadiningrat, isi dari Perjanjian tersebut diantaranya: 

 Raja Pakubuwono mendapat wilayah Surakarta 

 Pengeran Mangkubumi mendapat wilayah Ngayogyakarta 

Kedatangan Pengeran Mangkubumi di Ngayogyakarta diikuti oleh para kerabatnya, salah 

satunya adalah Kyai Wirojombodono. Pangeran Mangkubumi (BRM Sujono) adalah putra dari Prabu 

Mangkurat IV/ Mangkurat Jawi yang terakhir setelah adanya Perjanjian Giyanti. Prabu Mangkurat 

IV/ Mangkurat Jawi Nunggal Bopo/ Ayah dengan Kyai Wirojombodono, idu dari Kyai 

Wirojombodono adalah Nyai Rondo Cumbing yang merupakan Garwo Selir Prabu Mangkurat IV. 

Pengeran Mangkubumi akhirnya dinobatkan menjadi Sultan yang pertama di Kasultanan 

Ngayogyakarto Hadiningrat. 

Pada mulanya Desa Sidorejo merupakan wilayah yang terdiri dari 3 (tiga) Kelurahan yakni : 

Kelurahan Kwagon, Sangonan, dan Jering. Kelurahan Kwagon meliputi Kwagon, Klodran, Karang, 

Bakungan, Pare Ndukoh, Pare Gunung dan Pare Tegal. Kelurahan Jering meliputi Jering Kulon, Jering 

Wetan, Kleben, Tegalrejo, Gunung So, Kliwonan, Kragan, Jomboran dan Bantut. Kelurahan 

Sangonan melipurti Ganjuran, Bletuk, Sangonan, Kemirisewu, Jetis Jombongan, Taragan, Rejosari 

dan Dongkelan.  

Berdasarkan maklumat Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta yang diterbitkan tahun 1946 

mengenai Pemerintahan Kelurahan, maka Kelurahan-Kelurahan tersebut kemudian digabung menjadi 

satu desa otonom dengan nama Desa Sidorejo. Sidorejo (bahasa Jawa: Sidareja) adalah kalurahan di 

Kapanewon Godean, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, Indonesia. Desa Sidorejo 

kemudian secara resmi ditetapkan berdasarkan Maklumat Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta 

Nomor 5 Tahun 1948 tentang Perubahan Daerah-Daerah Kelurahan. Kelurahan Sidorejo dan terdiri 

dari 13 Kring, yaitu : 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://id.wikipedia.org/wiki/Bahasa_Jawa
https://id.wikipedia.org/wiki/Godean,_Sleman
https://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten_Sleman
https://id.wikipedia.org/wiki/Daerah_Istimewa_Yogyakarta
https://id.wikipedia.org/wiki/Indonesia
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Tabel 2. Padukuhan di Kalurahan Sidorejo 

No Nama Padukuhan 

1 Kwagon 

2 Pare II 

3 Pare III 

4 Pare IV 

5 Bantut 

6 Jering VI 

7 Kleben  

8 Jering VIII 

9 Kliwonan 

10 Ganjuran 

11 Sangonan 

12 Kemirisewu 

13 Dongkelan 

Sumber: Data Monografi Kalurahan 2020 

 

Pada awal berdirinya Kelurahan Sidorejo dipimpin oleh seorang Lurah  yang bernama Bapak 

Dwijo Susilo dari padukuhan Jering VI, dengan dibantu perangkat kalurahan sebagai berikut: 

Carik    :  Klijo Hartono dari Kliwonan 

Jogoboyo/Keamanan  :  Suto Mulyono dari Pare II 

 

Lurah Sidorejo yang kedua dipimpin oleh Bapak Zaenoeddin Sosroyoewono dari padukuhan 

Sangonan, dengan dibantu perangkat kalurahan sebagai berikut: 

 Carik    : Klijo Hartono dari Kliwonan 

Jogoboyo/ Keamanan  : Suto Mulyono dari Pare II 

 Igama/ Kesra   : Artiyo, B.A dari Dongkelan 

 Sosial    : Danu Wiyoto dari Sangonan 

 Kemakmuran   : Dwijo Martoyo dari Jering VI 

 Pembantu Umum  : Amat Kamidi dari Ganjuran 

 

Lurah  Sidorejo yang ketiga dipimpin oleh Drs. Soerjat dari padukuhan Pare III, dengan 

dibantu perangkat kalurahan sebagai berikut: 

Carik    : Dra. Siti Afiyati dari Sangonan 

Keamanan  : Sujono H.P dari Jering VI 

 Igama/ Kesra   : Artiyo, B.A dari Dongkelan 

 Sosial    : Wahyuni dari Pare II 

 Kemakmuran   : Jamzuri dari Dongkelan 

 Umum    : Mulyadi Hadi Saputro 
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Kepala Desa Sidorejo yang keempat dipimpin oleh Supandri A.W, SH dari padukuhan Pare 

II, dengan dibantu perangkat desa sebagai berikut: 

 Sekretaris Desa  : Dra. Siti Afiyati dari Sangonan 

Kabag Pemerintahan  : Sujono H.P dari Jering VI 

 Kabag Kesra   : Artiyo, B.A dari Dongkelan 

 Kabag Kemakmuran  : Jamzuri dari Dongkelan 

 Kabag Keuangan   : Wahyuni dari Pare II 

 Kabag Pelayanan Umum : Mulyadi Hadi Saputro 

 

Kepala Desa Sidorejo yang kelima dipimpin oleh Subagyo, S.Pd dari padukuhan Kliwonan, 

dengan dibantu perangkat desa sebagai berikut: 

 Sekretaris Desa  : Dra. Siti Afiyati dari Sangonan 

Kasi Pemerintahan  : Sri Wahyunarti, SE, M.Si dari Pare III 

 Kasi Pelayanan  : Drs. Hendriyadi dari Pare III 

 Kasi Kesejahteraan  : Jamzuri dari Dongkelan 

 Kaur Keuangan   : Wahyuni dari Pare II 

 Kaur Tu dan Umum  : Mulyadi Hadi Saputro 

 

Kepala Desa Sidorejo yang keenam dipimpin oleh Bapak Isharyanto dari padukuhan 

Kliwonan, dengan dibantu perangkat desa sebagai berikut: 

 Sekretaris Desa  : Dra. Siti Afiyati dari Sangonan 

Kasi Pemerintahan  : Sri Wahyunarti, SE, M.Si dari Pare III 

 Kasi Pelayanan  : Drs. Hendriyadi dari Pare III 

 Kasi Kesejahteraan  : Jamzuri dari Dongkelan 

 Kaur Keuangan   : Wahyuni dari Pare II 

 Kaur Tu dan Umum  : Mulyadi Hadi Saputro dari Jering VI 

 

Lurah Sidorejo yang keenam dipimpin oleh Bapak Isharyanto dari padukuhan Kliwonan, 

dengan dibantu pamong kalurahan sebagai berikut: 

 Carik    : Prastiwi Sekar Rukmi, S.Si dari Bantut 

Jagabaya  : Sri Wahyunarti, SE, M.Si dari Pare III 

 Kamituwa   : Drs. Hendriyadi dari Pare III 

 Ulu-ulu   : Harkit Sasmito dari Pare III 

 Danarta    : Wahyuni dari Pare II 

 Pangripta   : Noviardi Wintoko, S.Sos dari Jering VIII 

 Tata Laksana dan Umum : Mulyadi Hadi Saputro dari Jering VI 
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Lurah atau Kepala Desa Sidorejo dari tahun 1946 hingga sekarang mengalami tujuh (7) kali 

pergantian, sebagai berikut : 

1. Tahun 1946-1968   : Bapak Dwijo Susilo 

2. Tahun 1968-1981   : Bapak Zaenoeddin Sosroyoewono  

3. Tahun 1981-1988   : Bapak Klijo Hartono (Pj. Lurah) 

4. Tahun 1988-2000   : Drs. Soerjat 

5. Tahun 2000-2007   : Supandri A.W, SH 

6. Tahun 2007-2013   : Subagyo, S.Pd 

7. Tahun 2013-sekarang  : Bapak Isharyanto 

 

1. Letak Wilayah 

Kalurahan Sidorejo pada posisi geografis dan batas wilayah:  

a. Sebelah Utara   : Kalurahan Marrgodadi 

b. Sebelah Selatan   : Kalurahan Sumbersari 

c. Sebelah Timur   : Kalurahan Sidoluhur 

d. Sebelah Barat   : Kalurahan Sumberagung 

 

2. Luas Wilayah    : 508,0505 Ha 

Perincian sebagai berikut   

 Lahan Sawah dan Ladang  : 289.6960 Ha 

 Pekarangan dan Pemukiman : 141.9990 Ha 

 Lahan Pekuburan / Makam  :     2.6260 Ha 

 Tanah Kalurahan dan SG  :   55.3975 Ha 

 Industri dan Perkantoran  :     2.2400 Ha  

 

3. Sumber Daya Alam : 

Kalurahan Sidorejo memiliki potensi sumber daya alam, yaitu : 

1. Embung Kleben (Kleben) 

2. Air Terjun (Jering dan Kwagon) 

3. Mata Air (Sumber/ Belik) 

4. Tanah Pertanian yang subur 

5. Gapoktan (Gabungan Kelompok Tani) 

 

4. Karakteristik Kalurahan 

Kalurahan Sidorejo merupakan Kalurahan agraris dengan pertanian yang subur. 

Penduduk Kalurahan beberapa ada yang merantau ke luar daerah. Masih merupakan 

Kalurahan yang menjunjung tinggi budaya kegotong royongan. 
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5. Peta Kalurahan 

Gambar Peta Kalurahan Sidorejo 

 

2.2.  Demografi   

2.2.1. Jumlah Penduduk 

a. Jumlah penduduk menurut jenis kelamin di Kalurahan Sidorejo 

Tabel 3. Jumlah Penduduk Kalurahan Sidorejo Tahun 2014 - 2020 

No Tahun Laki-Laki Perempuan Total 

1 2017 3.470 3.601 7.071 

2 2018 3.465 3.613 7.078 

3 2019 3.464 3.604 7.068 

4 2020 3.459 3.592 7.051 

Sumber: Laporan Data Kependudukan Tahun 2017-2020 

Berdasarkan Laporan data kependudukan tahun 2017-2020, jumlah penduduk 

perempuan dan laki-laki hampir seimbang. Jumlah penduduk laki-laki pada tahun 2020 

sebesar 3459 jiwa lebih sedikit daripada jumlah penduduk perempuan sebesar 3592 jiwa. 
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b. Jumlah Penduduk Menurut Wilayah dan Umur 

Guna  menentukan  kebijakan  pembangunan  secara  tepat diperlukan pula data 

kependudukan berdasarkan kelompok umur. Persebaran   penduduk   menurut   umur   sangat   

diperlukan   untuk mengambil kebijakan yang berkaitan dengan banyak sektor seperti tenaga 

kerja, pendidikan, dan lain-lain. Dengan mengetahui sebaran penduduk kelompok secara 

umur yang  dominan   disuatu   wilayah   maka   dapat   dilakukan kebijakan yang lebih tepat 

dan efisien untuk pengembangan wilayah tersebut.  Jumlah penduduk berdasarkan kelompok 

umur tahun 2020 tercantum dalam table sebagai berikut : 

 

Tabel 4. Jumlah Penduduk Berdasarkan Kelompok Umur  

No Kelompok Umur Jumlah 

1 0-4 266 

2 5-9 454 

3 10-14 561 

4 15-19 562 

5 20-24 574 

6 25-29 477 

7 30-34 517 

8 35-39 571 

9 40-44 675 

10 45-49 553 

11 50-54 522 

12 55-59 421 

13 60-64 417 

14 64 ke atas 481 

Jumlah 7.051 

Sumber Laporan Data Kependudukan Tahun 2020 

 

Berdasarkan Laporan data kependudukan Tahun 2020, distribusi penduduk 

berdasarkan kelompok umur terlihat bahwa mayoritas penduduk terbesar Kalurahan 

Sidorejo adalah kelompok umur produktif (15-19 tahun) sebesar 7,90%, penduduk pada 

kelompok umur (20-24 tahun) sebesar 8,14%, penduduk pada kelompok umur (24-29 tahun) 

sebesar 6,77%, penduduk pada kelompok umur (30-34 tahun) sebesar 7,33%, penduduk 

pada kelompok umur (35-39 tahun) sebesar 8,10% dan penduduk pada kelompok umur (40-

44 tahun) sebesar 9,57%.  Sementara proporsi terendah adalah kelompok balita (0-4 tahun) 

sebesar 3,77%. Jumlah penduduk muda (5-14 tahun) dan jumlah penduduk tua (65 tahun 

keatas) disebut jumlah penduduk non-produktif. 

 

c. Jumlah Penduduk Menurut Wilayah dan Pendidikan 
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Jumlah penduduk berdasarkan pendidikan dapat digunakan untuk mengetahui   

seberapa banyak penduduk usia sekolah yang sudah memanfaatkan fasilitas pendidikan. 

Jumlah penduduk berdasarkan pendidikan tahun 2020 tercantum dalam table. 

Jumlah Penduduk Berdasarkan Pendidikan di Kalurahan Sidorejo Tahun 2020 

 

Tabel 5. Jumlah Penduduk Menurut Wilayah Pendidikan 

NO KALURAHAN SD SMP SMU/SMK D1-D3 S1-S3 

1 Sidorejo 1347 1040 2681 384 687 

Sumber: Laporan Data Kependudukan Tahun 2020 

 

Salah  satu  faktor  penting  yang  tidak  dapat  diabaikan  dalam kerangka pembangunan 

daerah adalah menyangkut kualitas sumber daya manusia (SDM) yang berkaitan erat dengan 

kualitas tenaga kerja yang tersedia untuk mengisi kesempatan kerja. Kualitas tenaga kerja 

disuatu wilayah sangat ditentukan oleh tingkat pendidikan. Artinya semakin tinggi pendidikan 

yang ditamatkan penduduk suatu wilayah maka semakin baik kualitas tenaga kerjanya. 

 

d. Jumlah Penduduk Menurut Wilayah dan Jenis Penyakit 

Jumlah  Angka  kesakitan  atau  kasus  DBD  (Demam Berdarah 

Dengue) pada tahun 2019 dan tahun 2020 se-Kalurahan Sidorejo sebagaimana 

tercantum dalam tabel berikut : 

Tabel 6. Jumlah Penderita DBD tahun 2019-2020 

NO PEDUKUHAN 2019 2020 Jumlah 

1 Sidorejo 3 6 9 

Sumber: Data hasil pendataan Puskesmas Godean II 

 

Angka  DBD  (Demam  Berdarah  Dengue)  pada  tahun  2020 sebesar 6 (enam)  kasus, 

meningkat dibandingkan tahun 2019 sebesar 3 (tiga) kasus. Program pencegahan dan 

penanggulangan DBD yang telah dilaksanakan oleh Pemerintah Kalurahan  Sidorejo  dan  

masyarakat  yang  bekerjasama dengan Muspika serta Puskesmas Godean II. Berbagai upaya 

penanggulangan DBD yang telah dilakukan meliputi Gerakan Serentak Pemberatasan Sarang 

Nyamuk (Gertak PSN) yang melibatkan   seluruh   jajaran   Muspika,   Fogging fokus, 

Penyuluhan Kesehatan Masyarakat, Anak Peduli Demam Berdarah (Jumantik Cilik). 

 

2.2.2 Jumlah Keluarga 

Disamping dari jumlah penduduk, gambaran kondisi atau data- data kependudukan 

juga mencakup jumlah keluarga atau KK (Kepala Keluarga). Berdasarkan Laporan data 

kependudukan tahun 2020, jumlah keluarga atau KK di Kalurahan Sidorejo tercantum dalam 

tabel sebagai berikut: 

Tabel 7: Jumlah Penduduk dan Kepala Keluarga 

No Nama Wilayah Jumlah Penduduk Jumlah KK 
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1 Kwagon 678 209 

2 Pare II 397 138 

3 Pare III 476 158 

4 Pare IV 537 163 

5 Bantut 406 126 

6 Jering VI 522 144 

7 Kleben  460 223 

8 Jering VIII 397 140 

9 Kliwonan 537 167 

10 Ganjuran 774 233 

11 Sangonan 545 180 

12 Kemirisewu 725 226 

13 Dongkelan 567 178 
Sumber  : Laporan Data Kependudukan Tahun 2020 

 

Dilihat dari tabel diatas jumlah keluarga yang paling banyak terdapat di Padukuhan 

Ganjuran sebanyak 226 KK dan terendah terdapat di Padukuhan Bantut 126 KK. 

 

2.3 Pendapatan dan Belanja 

2.3.1 Pendapatan Kalurahan 

Pendapatan Kalurahan  merupakan  semua  penerimaan  Kalurahan  dalam  1 (satu) tahun 

anggaran yang menjadi hak Kalurahan dan tidak perlu dikembalikan oleh Kalurahan, yang meliputi 

Pendapatan Asli Kalurahan dan dana transfer. Gambaran tentang pendapatan Kalurahan 

menginformasikan mengenai rata-rata pertumbuhan realisasi pendapatan Kalurahan Sidorejo Tahun 

Anggaran 2018-2020 sebagaimana tertuang dalam tabel sebagai berikut: 

 

Tabel 8. Pertumbuhan Realisasi Pendapatan Kalurahan Sidorejo Tahun Anggaran 2018-2020 

NO Uraian 2018  

(Rp) 

2019 

(Rp) 

2020 

(Rp) 

 PENDAPATAN    

A Pendapatan Asli Kalurahan    

1 Hasil Aset Kalurahan 37.230.000 42.537.370 54.687,685 

B Dana Transfer    

1. Dana Kalurahan (DD) 837.724.000 998.317.000 1.036.842.000 

2. Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah 260.000.000 462.000.000 277.200.000 

3. Alokasi Dana (ADD) 942.000.000 1.084.656.270 1.084.656.270 

4. Bantuan Keuangan APBD Kabupaten 440.976.000 508.652.000 503.900.050 

C. Pendapatan Lain-lain    

1 Hibah dan Sumbangan Pihak Ketiga 3.400.000  750.000 750.000 

2 Lain-lain Pendapatan yang Sah 5.000.000 19.629.928 4.900.000 

Sumber: Peraturan Kalurahan tentang Laporan Realisasi APBDes 2018-2020. 

 

 

2.3.2 Belanja Kalurahan 
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Belanja kalurahan  merupakan  semua  pembelanjaan  kalurahan  dalam  1 (satu) tahun 

anggaran. Belanja kalurahan meliputi 5 (lima) bidang, yaitu Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan 

Kalurahan, Bidang Pelaksanaan Pembangunan Kalurahan, Bidang Pembinaaan Masyarakat, Bidang 

Pemberdayaan Masyarakat Kalurahan dan Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan 

Mendesak Kalurahan. Gambaran tentang belanja kalurahan menginformasikan mengenai 

pembelanjaan Kalurahan Sidorejo Tahun Anggaran 2018-2020 sebagaimana tertuang dalam tabel 

sebagai berikut: 

Tabel 9. Belanja Kalurahan Sidorejo Tahun Anggaran 2018-2020 

NO Uraian 2018  

(Rp) 

2019 

(Rp) 

2020 

(Rp) 

 BELANJA    

1 Bidang Penyelenggaraan 

Pemerintahan Kalurahan 

791.494.993 1.474.860.421 1.479.659.769 

2 Bidang Pelaksanaan Pembangunan 

Kalurahan 

1.476.376.000 1.493.484.000 839.233.000 

3 Bidang Pembinaaan Masyarakat 312.674.500 307.715.000 235.922.500 

4 Bidang Pemberdayaan Masyarakat 

Kalurahan 

180.354.125 95.663.000 67.150.000 

5 Bidang Penanggulangan Bencana, 

Keadaan Darurat dan Mendesak 

Kalurahan 

3.152.000 15.000.000 570.000.000 

Sumber: Peraturan Kalurahan tentang Laporan Realisasi APBDes 2018-2020. 

 

2.3.3 Perekonomian Kalurahan 

Perekonomian Kalurahan Sidorejo pada tahun 2020 didominasi oleh sektor-sektor utama 

yaitu sektor pertanian merujuk pada kondisi geografis di Kalurahan Sidorejo yang berupa 

persawahan dan tegalan. Selain itu perkeonomian di Kalurahan Sidorejo juga meliputi sektor 

perdagangan, kuliner dan kerajinan berupa kerajinan genteng dan kerajinan anyaman bambu yang 

tersebar di beberapa padukuhan. 

 

 

2.4 Kelembagaan Kalurahan 

2.4.1 Daftar Lurah, Pamong dan Staf Kalurahan 

Berdasarkan Peraturan Bupati Sleman Nomor 2.9 Tahun 2020 tentang Susunan Organisasi dan 

Tata Kerja Pemerintah Kalurahan, penyebutan Desa Sidorejo diubah menjadi Kalurahan Sidorejo. 

Struktur organisasi Kalurahan Sidorejo, Kapanewon Godean, Kabupaten Sleman, Provinsi Daerah 

Istimewa Yogyakarta mempunyai pamong kalurahan yang terdiri dari Lurah, Carik, tiga (3) Kepala 

Seksi, tiga (3) Kepala Urusan, tigabelas (13) Dukuh dan empat (4) Staf Kalurahan untuk  membantu  

tugas-tugas pamong kalurahan sebagaimana tertuang dalam tabel sebagai berikut:    

 

 

Tabel 10. Daftar Lurah, Pamong Kalurahan, Dukuh dan Staf Kalurahan Sidorejo tahun 2021 
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No Nama Jabatan Nomor SK Tempat/ 

Tanggal Lahir 

1 Isharyanto Lurah 94.5/Kep.KDH/A/2020 Sleman,         

15-11-1977 

2 Prastiwi Sekar Rukmi Carik 14/Kep.Kades/2017 Sleman,         

22-01-1991 

3 Wahyuni Kepala Urusan 

Danarta 

07/KPTS/1994 Sleman,         

29-11-1958 

4 Mulyadi Hadi Saputro Kepala Urusan Tata 

Laksana dan Umum 

02/Kep.CAMAT/1991 Sleman,          

11-10-1969 

5 Noviardi Wintoko Kepala Urusan 

Pangripta 

13/Kep.Kades/2017 Sleman,          

21-11-1979 

6 Sri Wahyunarti Kepala Seksi 

Jagabaya 

14/Kep.Kades/2008 Sleman,         

14-10-1971 

7 Hendriyadi Kepala Seksi 

Kamitua 

14/Kep.Kades/2008 Sleman,         

04-01-1968 

8 Sukiman Dukuh Kwagon 09/KPTS/1994 Sleman,         

06-05-1963 

9 Sugiyono Dukuh Pare II 02/KPTS/1996 Sleman,         

22-12-1971 

10 Slamet Darmaji Dukuh Pare III 15/Kep.Kades/2015 Sleman,            

08-01-1982 

11 Wiranto Dukuh Pare IV 012/Kep.Lurah 

Desa/2005 

Sleman,           

22-01-1979 

12 Supriyanta Dukuh Bantut 07/Kep.Kades/2013 Gunung Kidul, 

26-07-1973 

13 Ignatius Purwanto Dukuh Kleben 15/Kep.Kades.2015 Hargomulyo, 

20-06-1974 

14 Slamet Riyanto Dukuh Kliwonan 01/Kep.CAMAT/1991 Sleman,         

09-10-1961 

15 Jaka Dwi Suyatin Dukuh Ganjuran 15/Kep.Kades/2015 Sleman,          

09-05-1977 

16 Agus Anwar Khairuddin Dukuh Sangonan 03/KPTS.CAM/1989 Sleman,          

11-07-1965 

17 Zulianto Dukuh Kemirisewu 013/Kep.Lurah 

Desa/2005 

Sleman,           

11-06-1969 

18 Nur Slamet Dukuh Dongkelan 07/Kep.Lurah Desa/ 

2007 

Sleman,          

10-05-1968 

19 Supriyadi Staf Kalurahan 126/Kep.KDH/1987 Sleman,          

31-12-1959 

20 Suharsono Staf Kalurahan 04/Kep.K.Des/2011 Sleman,          

11-07-1971 

21 Sigit Jiwandana Budi R Staf Kalurahan 04/Kep.K.Des/2011 Sleman,          

20-05-1971 

22 Heri Kustanto Staf Kalurahan 04/Kep.K.Des/2011 Sleman,           

13-10-1978 
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2.4.2 Badan Permusyawaratan Kalurahan (BPK) 

Badan Permusyawaratan Kalurahan (BPK) merupakan lembaga yang melaksanakan fungsi 

pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil penduduk Kalurahan berdasarkan keterwakilan 

wilayah dan ditetapkan secara demokratis. Badan Permusyawaratan Kalurahan (BPD) terdiri dari: 

 

1 Pimpinan   : 
 

 

Ketua 
 

Wakil Ketua 
 

Sekretaris 

 

2 

 

 

 

 

Bidang       : 

 

 

 

 

Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Kalurahan dan 

pembinaan kemasyarakatan 

Bidang pembangunan Kalurahan dan pemberdayaan 

  

2.4.3 Kelembagaan di Kalurahan 

Adapun kelembagaan yang ada  di  tingkat  Kalurahan  Sidorejo antara lain Lembaga 

Pemberdayaan Masyarakat Kalurahan (LPMK), Tim Penggerak PKK Kalurahan (TP PKK 

Kalurahan), Linmas, Posyandu dan Karang Taruna. Sedangkan di tingkat padukuhan terdapat LPMK 

Unit Padukuhan, Kelompok PKK Pedukuhan, Kelompok Pemuda Padukuhan, Rukun Warga (RW) 

dan Rukun Tetangga (RT). 

Permasalahan yang muncul antara lain: 

a. Organisasi sebaik apapun tanpa di dukung dengan kualitas Sumber Daya Manusia   (SDM) 

memadai, kurang berfungsi dengan baik sehingga perlu peningkatan kemampuan secara 

berkelanjutan. 

b. Frekuensi pertemuan Lembaga Kemasyarakatan Kalurahan masih kurang karena terbatas 

pada momen tertentu sehingga produk yang dihasilkan kurang optimal. Dengan demikian 

perlu penajaman dalam program kerjanya. 
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BAB III 

POTENSI DAN MASALAH 

 

3.1. Potensi 

Kalurahan Sidorejo memiliki Potensi  yang  sangat  besar,  baik sumber   daya   alam,   

sumber   daya   manusia   maupun   kelembagaan/organisasi. Sampai saat ini potensi sumber daya 

yang ada belum benar-benar optimal diberdayakan. Pembentukan lembaga-lembaga Kalurahan 

diharapkan dapat memicu pertumbuhan potensi ekonomi, sosial, budaya dalam masyarakat.  

 

3.1.1. Sumber Daya Alam 

Sumber daya alam Kalurahan Sidorejo memiliki berbagai macam potensi alam yang bisa 

dikelola oleh masyarakat. Pertanian merupakan bagian dari sumber daya alam yang tidak 

terpisahkan dari sebagaian besar penduduk. Masih banyaknya lahan dan tegalan menjadi potensi 

yang harus digarap dengan sungguh-sungguh. 

Data Sumber daya alam Kalurahan Sidorejo sampai saat ini dapat dilihat dalam tabel 

sebagai berikut: 

 

Tabel 11. Sumber Daya Alam Kalurahan Sidorejo 

No Uraian Sumber Daya Alam Volume Satuan 

1 Material batu kali dan kerikil 2,5 Ha 

2 Pasir urug 5,0 Ha 

3 Lahan tegalan 65,5 Ha 

4 Lahan persawahan 67,7 Ha 

5 Sungai 1,7 Ha 

6 Air terjun 2 buah 

7 Lahan Perbukitan 40,0 Ha 

8 Embung 1 Buah 

 

3.1.2. Sumber Daya Manusia 

Kalurahan Sidorejo memiliki sumber daya manusia yang melimpah yakni 7.051 orang 

yang tersebar di 13 (tiga belas) padukuhan. Berdasarkan tingkat pendidikan, lulusan akademi 

SMA/SMK, DIII maupun S1 mendominasi yakni lebih dari 3.752 (tiga ribu tujuh ratus lima puluh 

dua) jiwa. Hal ini menunjukkan bahwa SDM di Kalurahan Sidorejo cukup berkualitas. Kondisi 

sumber daya manusia Kalurahan Sidorejo bisa dilihat dalam tabel sebagai berikut: 
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Tabel 12. Sumber Daya Manusia di Kalurahan Sidorejo 

No Uraian Sumberdaya Manusia Jumlah Satuan 

1 Penduduk dan Keluarga 

a. Jumlah penduduk 

b. Jumlah penduduk laki-laki 

c. Jumlah penduduk perempuan 

d. Jumlah Kepala Keluarga 

 

7.051 

3.459 

3.592 

2.285 

 

orang 

orang 

orang 

KK 

2 Jumlah Penduduk Menurut Agama 

a. Islam 

b. Katholik 

c. Kristen 

d. Hindu 

e. Budha 

 

6.209 

711 

129 

1 

1 

 

orang 

orang 

orang 

orang 

orang 

3 Jumlah Penduduk Menurut Usia 

a. Kelompok Pendidikan 

1. 5-9 tahun 

2. 10-14 tahun 

3. 15-19 tahun 

b. Kelompok Usia Produktif 

1. 20-39 tahun 

2. 40-49 tahun 

3. 50-59 tahun 

c. Kelompok Usia Lanjut 

1. 60-64 tahun 

2. 65 tahun ke atas 

 

1.948 

561 

562 

 

2.139 

1.228 

943 

 

417 

481 

 

orang 

orang 

orang 

 

orang 

orang 

orang 

 

orang 

orang 

4 Jumlah Penduduk Menurut Tingkat Pendidikan 

1. S1-S3 

2. DI-DIII 

3. SMA/SMK 

4. SMP 

5. SD 

 

687 

384 

2.681 

1.040 

1.347 

 

orang 

orang 

orang 

orang 

orang 

5 Sumber Penghasilan Utama Penduduk 

1. PNS 

2. TNI/Polri 

3. Pertanian/Perikanan/Perkebunan 

4. Industri 

5. Perdagangan Besar/Eceran/Rumah Makan 

6. Angkutan/Pergudangan/Komunikasi 

7. Jasa  

8. Lainnya 

 

357 

59 

893 

34 

676 

22 

641 

1.952 

 

 

orang 

orang 

orang 

orang 

orang 

orang 

orang 

orang 

Sumber: Laporan Data Kependudukan Tahun 2020. 
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3.1.3. Sumber Daya Pembangunan 

Pembangunan masyarakat di Kalurahan diharapkan bersumber pada kemandirian, 

perkembangan pembangunan harus berdampak pada perubahan sosial, ekonomi dan budaya yang 

seimbang agar dapat meningkatkan kualitas hidup masyarakat menjadi lebih baik. Pengelolaan 

sarana dan pra sarana merupakan tahapan yang berkelanjutan dimulai dengan proses penyiapan 

masyarakat agar mampu melanjutkan program pembangunan secara mandiri. Proses penyiapan 

ini membutuhkan keterlibatan masyarakat agar mampu menghasilkan keputusan pembangunan 

yang rasional dan adil serta semakin sadar akan hak dan kewajibannya dalam pembangunan, 

mampu memenuhi kebutuhannya sendiri dan mampu mengelola berbagai kegiatan 

pembangunan. Sebagai pendukung pengembangan potensi masyarakat, sumber daya 

pembangunan merupakan elemen penting untuk melaksanakan pembangunan. Pembangunan 

tidak hanya bersifat infrastruktur semata tetapi meliputi pembangunan sumber daya manusia. 

Data sumber daya pembangunan tercantum dalam tabel sebagai berikut: 

 

Tabel 13. Sumber Daya Pembangunan 

No Uraian Sumberdaya Pembangunan Jumlah Satuan 

1 Aset Prasarana Umum 

a. Jalan 

b. Drainase 

c. Saluran Irigasi 

d. Kantor Kalurahan 

e. Lapangan 

 

21.700 

7.090 

10.180 

1 

1 

 

meter 

meter 

meter 

unit 

unit 

2 Aset Prasarana Pendidikan 

a. Gedung TK/PAUD 

b. Gedung SD 

c. Gedung SMP 

d. Taman Bacaan Al-Quran/TPA 

e. Sekolah Minggu 

 

7 

4 

0 

18 

1 

 

unit 

unit 

unit 

unit 

unit 

3 Aset Prasarana Kesehatan 

a. Posyandu 

b. Polindes 

c. MCK 

d. Sarana Air Bersih 

e. Praktek Dokter Gigi 

f. Praktek Bidan 

 

14 

1 

1.962 

186 

1 

1 

 

unit 

unit 

unit 

unit 

unit 

unit 

4 Aset Prasarana Ekonomi 

a. Pasar Kalurahan 

 

1 

 

 

unit  

Sumber: Data Monografi Kalurahan Tahun 2020 
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3.1.4. Sumber Daya Sosial Budaya 

Sasaran pelayanan sosial adalah masyarakat Kalurahan Sidorejo yang karena suatu 

hambatan, kesulitan atau gangguan tidak dapat melaksanakan fungsi sosialnya dan karenanya 

tidak dapat menjalin hubungan yang serasi dan kreatif dengan lingkungannya sehingga tidak 

dapat memenuhi kebutuhan hidupnya (jasmani, rohani, dan sosial) secara memadai dan wajar. 

Hambatan, kesulitan, dan gangguan tersebut dapat berupa kemiskinan, keterlantaran, kecacatan, 

ketunaan sosial, keterbelakangan atau keterasingan dan kondisi atau perubahan lingkungan 

(secara mendadak) yang kurang mendukung atau menguntungkan. Sebagai   bagian   dari   DIY,   

Kalurahan   Sidorejo   tidak   dapat dipisahkan   dari   penyelenggaraan   keistimewaan   bidang   

kebudayaan. Setiap tahun di Padukuhan Kwagon diselenggarakan acara Saparan dengan 

menampilkan sendra tari dan berbagai kesenian lainnya dengan acara puncak kirab budaya 

sebagai wujud rasa sukur dari pengrajin genteng di wilayah Kalurahan Sidorejo disertai juga 

sholawat al barzanji. Selain itu Kalurahan Sidorejo juga ikut serta memperingati Hari jadi 

Kabupaten Sleman dan Peringatan/Upacara Hari Kemerdekaan Republik Indonesia.  

Sarana peneyelenggaraan seni yang dimiliki Kalurahan Sidorejo berupa group kesenian 

yang tersebar di 13 di padukuhan.  Program yang dilaksanakan dalam urusan kesenian dan  

kebudayaan adalah pengembangan nilai budaya. Pengelolaan kekayaan budaya daerah dan 

pengelolaan keragaman budaya. 

 

Tabel 14. Sumber Daya Sosial Budaya 

No Uraian Sumberdaya Daya Sosial Budaya Jumlah Satuan 

1 Kelompok Kesenian dan Kebudayaan 

1. Kelompok Jathilan 

2. Kelompok Kethoprak 

3. Kelompok Karawitan 

4. Bergada 

5. Kelompok rebana 

6. Wayang 

7. Kelompok Sholawatan 

 

2 

4 

8 

3 

3 

2 

2 

 

kelompok 

kelompok 

kelompok 

kelompok 

kelompok 

kelompok 

kelompok 

Sumber: Data Monografi Kalurahan Tahun 2020 

 

3.1.5 Kelembagaan 

Lembaga kemasyarakatan atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang 

dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra pemerintah Kalurahan 

dalam memberdayakan masyarakat Kalurahan. Pembentukan lembaga kemasyarakatan 

Kalurahan ditetapkan dengan Keputusan Lurah. Hubungan kerja antara lembaga kemasyarakatan 

dengan Pemerintah Kalurahan bersifat kemitraan, konsultif dan koordinatif. Disamping Lembaga 

Kemasyarakatan Kalurahan di Kalurahan Sidorejo ada lembaga-lembaga masyarakat lainnya.  
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Tabel 15. Lembaga Kemasyarakatan 

No Uraian Lembaga Kemasyarakatan Jumlah Satuan 

1 Lembaga Kemasyarakatan Kalurahan 

1. Tim Penggerak PKK Kalurahan 

2. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kalurahan 

3. Karang Taruna 

4. Linmas Inti 

5. LPMK Unit Padukuhan 

6. Posyandu 

7. RW 

8. RT 

 

1 

1 

1 

10 

13 

13 

27 

57 

 

unit 

unit 

unit 

orang 

unit 

unit 

unit 

unit 

2 Lembaga Lainnya 

1. LP2A 

2. Gapoktan 

3. GP3A 

4. LSM Rejo Lestari 

5. SANS 

6. Destana Sidorejo 

 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

 

unit 

unit 

unit 

unit 

unit 

unit 

Sumber: Data Monografi Kalurahan Tahun 2020 

 

3.2. Masalah 

Perumusan permasalahan di Kalurahan bertujuan untuk mengidentifikasi berbagai faktor 

yang mempengaruhi keberhasilan/kegagalan kinerja pembangunan Kalurahan, khususnya yang 

berhubungan dengan yang berhubungan dengan kemampuan manajemen pemerintahan dalam 

memberdayakan kewenangan yang dimiliki Kalurahan. Daftar Permasalahan ini didapat dari 

hasil pengkajian Kalurahan melalui kegiatan workshop atau FGD yang menghadirkan masing-

masing perwakilan padukuhan dan lembaga masyarakat yang berkompeten dan mewakili   unsur-

unsur yang ada didalamnya dengan menggunakan alat kaji potret Kalurahan, hubungan 

kelembagaan dan kalender musim.  

Dibawah ini adalah daftar masalah yang secara kualitatif dirasakan oleh masyarakat yang 

bersumber dari potret Kalurahan, kalender musim dan bagan  kelembagaan  yang  dikelompokkan 

menurut bidang Penyelenggaraan Pemerintahan, Pelaksanaan Pembangunan, Pembinaan 

Kemasyarakatan, Pemberdayaan Masyarakat dan Penanggulangan Bencana,  keadaan  darurat  dan  

mendesak Kalurahan. 
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Tabel 16. Daftar Masalah dan Potensi Kalurahan Berdasarkan Sketsa Kalurahan 

No Masalah Potensi 

1 

 

 

2 

 

3 

 

 

4 

 

 

5 

 

 

 

6 

Belum terbentuknya kelembagaan 
linmas 
 
 
 

Jumlah Poskamling masih kurang 
 
 
Jagawarga baru terdapat di 1 (satu) 
Padukuhan dan belum ada di 12 (dua 
belas) padukuhan lainnya 
 
 
Adanya tanah longsor, angin kencang 

dan luapan air dibeberapa wilayah 
Sidorejo 
 

 
Embung di Wilayah Padukuhan Kleben 
yang belum bisa dimanfaatkan secara 
optimal dikarenakan pembangunannya 
belum selesai 
 

 
Terdapat situs bantuan purba di 
Padukuhan Jering VI 
 
 

Tersedianya penduduk usia produktif 
 
 
 
 

Pembangunan Poskamling melalui 
swadaya masyarakat 
 
Disusulkan melalui dana 
keistimewaan 
 
 
 
Pembentukan Tim Relawan tanggap 

bencana 
 
 

 
Pembangunan dan rehabilitasi embung 
agar bisa berfungsi secara optimal 
 
 
 

 
Pengelolaan obyek wisata situs batuan 
purba 
 

 

Tabel 17. Daftar Masalah dan Potensi Kalurahan Berdasarkan Kalender Musim 

No Masalah Potensi 

1 Padukuhan Pare III, Pare IV, Bantut 
V, Kleben VII, Jering VIII, Sangonan 
pada musim kemarau kekurangan air 
wilayah Kalurahan Sidorejo beberapa 
bersih 

Sungai, PDAM, Mata Air, Swadaya 
Masyarakat 

2 Di masyarakat terkena penyakit DB, 
Leptospirosis, Cikungunya 

Puskesmas pembantu, Poskesdes, 
Kader Kesehatan, Jumantik Cilik, 

Kebun obat keluarga 

3 Pada saat musim hujan di wilayah 
Kalurahan Sidorejo terdapat beberapa 
sungai yang meluap 

Gotong-royong, program kali bersih, 
pembuatan drainase  

4 Pada bulan Juli pertanian banyak 
terserang hama belalang dan di bulan 
yang lain juga terdapat hama tikus 
dan wereng 

Kelompok Tani, Gapoktan,  

5 Pada musim penghujan di beberapa 
Padukuhan sering terjadi angin 
kencang yang mengakibatkan pohon 
tumbang 

Gotong-royong, Relawan, Peralatan 
gergaji mesin 

6 Pada bulan Oktober dilakukan 
perawatan saluran van der Wijck 
sehingga aliran irigasi dimatikan 
selama dua minggu 

Penyampaian informasi kepada 
masyarakat, P3A, Kelompok Tani, 
Gapoktan, Perikanan 
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Tabel 18. Daftar Masalah dan Potensi Kalurahan Berdasarkan Bagan Kelembagaan 

No Lembaga Masalah Potensi 

1 Pemerintah Kalurahan 

& BPK 

Beberapa kegiatan telah 

dianggarkan belum bisa 
dilaksanakan 

Pamong lengkap, 

Sarana tersedia 

2 Karang Taruna Kurang aktifnya pengurus 
dan regenerasi yang tidak 
berjalan 

Pengurus lengkap, 
Sarana prasarana, 
sumber dana tersedia 

3 PKK Beberapa pengurus 
kurang aktif, kegiatan 
kurang  

Pengurus lengkap, 
Sarana prasarana, 
sumber dana tersedia 

4 Posyandu Kekurangan kelengkapan 
peralatan posyandu 

Pengurus lengkap, 
Sarana prasarana, 
sumber dana tersedia 

5 LPMK Kurang aktifnya beberapa 
Unit LPMK yang belum 
aktif 

Pembentukan Unit 
LPMK, Pengurus 
lengkap, sumber dana 

tersedia 
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BAB IV 

KERANGKA PEMIKIRAN STRATEGIS RPJM-KALURAHAN 

 

4.1. Visi dan Misi 

Perencanaan pembangunan Kalurahan merupakan suatu proses penyusunan tahapan-

tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai stakeholder dalam pemanfaatan dan pengalokasian 

sumber daya kalurahan serta dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam jangka waktu 

tertentu. Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kalurahan (RPJMKal) pada 

dasarnya merupakan dokumen perencanaan pembangunan kalurahan dalam kurun waktu 6 

(enam) tahun yang disusun berdasarkan atas visi, misi Lurah terpilih. 

Visi dan misi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kalurahan (RPJMKal)   

Kalurahan Sidorejo tahun 2021-2026 selaras dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah 

Daerah (RPJMD) Kabupaten Sleman. 

Dengan memperhatikan kondisi permasalahan dan tantangan pembangunan yang dihadapi, 

maka dirumuskan visi dan misi pembangunan jangka menengah Kalurahan Sidorejo tahun 2021- 

2026 sebagai berikut: 

 

4.1.1.  Visi 

Visi adalah pernyataan tentang keadaan yang diinginkan dalm kurun waktu tertentu. Visi 

diartikan sebagai gambaran spesifik tentang apa yang ingin dicapai dan misi adalah bagaimana 

visi itu diwujudkan. Visi Lurah Sidorejo untuk enam tahun mendatang (2021-2026) adalah: 

“MENUJU KALURAHAN SIDOREJO YANG MANDIRI, SEHAT, SEJAHTERA, AGAMIS 

DAN BERBUDAYA DENGAN SEMANGAT GOTONG ROYONG’’ 

 

4.1.2.  Misi 

Misi merupakan pernyataan tentang tujuan operasional pemerintah Kalurahan yang   

diwujudkan dalam kegiatan ataupun pelayanan dan merupakan penjabaran dari visi yang telah 

ditetapkan. 

Pernyataan visi merupakan cerminan tentang segala sesuatu yang akan dilaksanakan 

untuk mencapai gambaran kedepan yang diinginkan. Misi Kalurahan Sidorejo dalam RPJMKal 

Tahun 2021-2026 adalah sebagai berikut: 

1. Mengoptimalkan Kinerja Pamong Kalurahan secara maksimal sesuai dengan tugas 

pokok dan fungsinya demi tercapainya pelayanan yang baik, cepat dan tepat bagi 

masyarakat; 

2. Meningkatkan Partisipasi masyarakat dalam Pembangunan Kalurahan yang 

berkelanjutan; 

3. Meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat; 

4. Meningkatkan kehidupan yang harmonis, toleran saling menghormati dalam kehidupan 

beragama; 

5. Menggali, melestarikan dan mengembangkan nilai nilai budaya Kalurahan; 
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6. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kalurahan dengan mewujudkan Badan Usaha 

Milik Kalurahan (BUMKal) dan program lain untuk membuka lapangan kerja bagi 

masyarakat Desa; 

7. Melestarikan dan meningkatkan kegotongroyongan untuk mewujudkan kebersamaan 

masyarakat Kalurahan. 

4.2. Tujuan dan Sasaran 

Tujuan  merupakan  sesuatau  yang  akan  dicapai  atau  dihasilkan dalam  jangka  waktu 6  

tahun  dengan  mengacu  pada  visi  dan  misi. Tujuan akan mengarahkan perumusan sasaran, 

kebijakan, program dan kegiatan dalam rangka merealisasikan misi. 

Sasaran merupakan hasil yang ingin dicapai secara nyata dalam rumusan yang lebih 

spesifik, terukur dalam kurun waktu yang lebih pendek, dari tujuan. Dalam sasaran dirancang pula 

indikator untuk mengukur tingkat keberhasilan. 

 

4.2.1.  Tujuan 

 Visi dari pemerintahan Kalurahan Sidorejo mempunyai misi dengan tujuan dan sasaran 

masing-masing. Berikut penjabaran dari tujuan dan sasaran visi misi pemerintah Kalurahan 

Sidorejo: 

1. Misi pertama Mengoptimalkan Kinerja Pamong Kalurahan secara maksimal sesuai dengan 

tugas pokok dan fungsinya demi tercapainya pelayanan yang baik, cepat dan tepat bagi 

masyarakat. 

a. Terwujudnya ualitas pelayanan kepada masyarakat dapat ditingkatkan menjadi lebih mudah 

diakses, cepat dan akurat; 

b. Terwujudnya Tata kelola administrasi kalurahan menjadi lebih profesional, tertata, 

akuntabel dan dapat dipertanggungjawabkan dengan lebih baik; 

 

2. Misi kedua Meningkatkan Partisipasi masyarakat dalam Pembangunan Kalurahan yang 

berkelanjutan. 

a. Terwujudnya sarana dan prasarana yang lebih baik dan dapat memenuhi kebutuhan 

masyarakat; 

b. Terwujudnya sumber daya manusia yang lebih produktif, edukatif dan berdaya guna. 

 

3. Misi ketiga Meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat 

a. Terwujudnya masyarakat yang sehat baik secara jasmani maupun rohani; 

b. Terwujudnya lingkungan yang bersih, sehat dan nyaman. 

  

4. Misi keempat Meningkatkan kehidupan yang harmonis, toleran saling menghormati dalam 

kehidupan beragama. 

a. Terwujudunya tolerasi anatar umat beragama di masyarakat; 

b. Terwujudnya lingkungan yang aman dan harmonis. 
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5. Misi kelima Menggali, melestarikan dan mengembangkan nilai-nilai budaya Kalurahan. 

a. Terwujudnya masyarakat yang berbudaya dan berbudi pekerti luhur; 

b. Terwujudnya kelestarian budaya lokal di masyarakat seiring dengan perkembangan jaman 

dan teknologi. 

  

6. Misi keenam Meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kalurahan dengan mewujudkan Badan 

Usaha Milik Kalurahan (BUMKal) dan program lain untuk membuka lapangan kerja bagi 

masyarakat Desa. 

a. Terwujudnya kemandirian dalam pengelolaan sumber daya alam, sumber daya manusia 

dalam peningkatan perekonomian. 

b. Terwujudnya UMKM dan Koperasi yang lebih maju dan berkembang. 

 

7. Misi keenam Melestarikan dan meningkatkan kegotongroyongan untuk mewujudkan 

kebersamaan masyarakat Kalurahan. 

a. Terwujudnya kebersamaan dan kegotongroyongan dalam masyarakat  

b. Terwujudnya lembaga-lembaga masyarakat yang bisa bersinergi dengan Pemerintah 

Kalurahan.  
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BAB V 

STRATEGI PEMBANGUNAN KALURAHAN 

 

5.1. Kebijakan Pembangunan 

Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, tujuan 

pembangunan Desa adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kalurahan dan kualitas hidup 

manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan 

sarana dan prasarana Kalurahan, membangun potensi ekonomi lokal serta pemanfaatan sumber 

daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan. Oleh karena itu, pada periode tahun 2021-2026, 

rencana pembangunan diarahkan untuk penguatan keluarga/masyarakat, peningkatan aparatur 

pemerintah Kalurahan dan BPKalurahan, penguatan peran dan fungsi kelembagaan 

kemasyarakatan. Untuk memantapkan tujuan dan sasaran visi serta misi pembangunan Kalurahan 

Sidorejo perlu didukung oleh kebijakan-kebijakan dalam merespon percepatan pelaksanaan 

pembangunan. 

 

5.2. Arah Kebijakan Pembangunan 

Arah kebijakan adalah pedoman untuk mengarahkan rumusan strategi agar lebih terarah 

dalam mencapai tujuan dan sasaran dari waktu ke waktu selama 6 (enam) tahun. Rumusan arah 

kebijakan merasionalkan pilihan strategis agar memiliki fokus dan sesuai dengan pengaturan 

pelaksanaannya. 

Arah kebijkan pembangunan Kalurahan tahun 2021-2026 disusun berdasarkan visi dan 

misi yang telah ditetapkan dan dengan memperhatikan permasalahan pembangunan Kalurahan 

serta isu-isu strategis yang terkait dengan pembangunan di Kalurahan Sidorejo. Arah kebijakan 

pembangunan Non Fisik dan Pembangunan Fisik, yang meliputi: 

 

a. Pembangunan Non Fisik 

 
Sub Bidang 

Pendidikan 
01 

Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Non-

Formal Milik Kalurahan Sidorejo (Bantuan Honor Pengajar, 

Pakaian Seragam, Operasional, dst) 

    02 Dukungan Penyelenggaraan PAUD (APE, Sarana PAUD, dst) 

    03 Penyuluhan dan Pelatihan Pendidikan bagi Masyarakat 

    
04 

Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Perpustakaan/Taman 

Bacaan Kalurahan/ Sanggar Belajar Milik Kalurahan  

    

05 

Pemeliharaan Sarana dan Prasarana 

PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Non-Formal Milik 

Kalurahan 

    

06 

Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan 

Sarana/Prasarana/Alat Peraga Edukatif (APE) PAUD/ 

TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Non-Formal Milik Kalurahan 
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07 

Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana Prasarana 

Perpustakaan/Taman Bacaan Kalurahan/ Sanggar Belajar 

Milik Kalurahan 

    

08 

Pengelolaan Perpustakaan Milik Kalurahan (Pengadaan Buku-

buku Bacaan, Honor Penjaga untuk Perpustakaan/Taman 

Bacaan Kalurahan) 

    09 Pengembangan dan Pembinaan Sanggar Seni dan Belajar 

    10 Dukungan Pendidikan bagi Siswa Miskin/Berprestasi 

2 
Sub Bidang 

Kesehatan 
01 

Penyelenggaraan Pos Kesehatan Kalurahan (PKD)/Polindes 

Milik Kalurahan (Obat-obatan; Tambahan Insentif Bidan 

Kalurahan/Perawat Kalurahan; Penyediaan Pelayanan KB dan 

Alat Kontrasepsi bagi Keluarga Miskin, dst) 

    
02 

Penyelenggaraan Posyandu (Makanan Tambahan, Kelas Ibu 

Hamil, Kelas Lansia, Insentif Kader Posyandu) 

    
03 

Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan (untuk 

Masyarakat, Tenaga Kesehatan, Kader Kesehatan, dll) 

    04 Penyelenggaraan Kalurahan Siaga Kesehatan 

    05 Pembinaan Palang Merah Remaja (PMR) tingkat Kalurahan 

    06 Pengasuhan Bersama atau Bina Keluarga Balita (BKB) 

    07 Pembinaan dan Pengawasan Upaya Kesehatan Tradisional 

    08 Pemeliharaan Sarana/Prasarana Posyandu/Polindes/PKD 

    
09 

Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan 

Sarana/Prasarana Posyandu/Polindes/PKD  

    

10 

Fasilitasi Kegiatan Bidang Kesehatan (Pemberantasan Sarang 

Nyamuk, Tanggap Bocah/Tabo, Pemantauan Jentik Nyamuk, 

Imunisasi, Foging, dll) 

    11 Pembinaan Tanaman Obat Keluarga (TOGA) 

    99 Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Kesehatan 

 

b. Pembangunan Fisik 

3 

Sub Bidang 

Pekerjaan Umum 

dan Penataan 

Ruang 

01 

  

 

 

 

Pemeliharaan Jalan Kalurahan 

    02   Pemeliharaan Jalan Lingkungan Permukiman/Gang 

    03   Pemeliharaan Jalan Usaha Tani 
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    04   Pemeliharaan Jembatan Milik Kalurahan 

    
05   

Pemeliharaan Prasarana Jalan Kalurahan (Gorong-gorong, 

Selokan, Box/Slab Culvert, Drainase, Prasarana Jalan lain) 

    
06   

Pemeliharaan Gedung/Prasarana Balai Kalurahan/Balai 

Kemasyarakatan 

    
07   

Pemeliharaan Pemakaman Milik Kalurahan/Situs 

Bersejarah Milik Kalurahan/Petilasan Milik 

    08   Pemeliharaan Embung Milik Kalurahan 

    09   Pemeliharaan Monumen/Gapura/Batas Kalurahan 

    
10   

Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan 

Kalurahan  

    
11   

Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan 

Lingkungan Permukiman/Gang 

    
12   

Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan 

Usaha Tani 

    
13   

Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan 

Jembatan Milik Kalurahan 

    

14   

Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Prasarana Jalan 

Kalurahan (Gorong-gorong, Selokan, Box/Slab Culvert, 

Drainase, Prasarana Jalan lain)  

    
15   

Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Balai 

Kalurahan/Balai Kemasyarakatan 

    
16   

Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Pemakaman Milik 

Kalurahan/Situs Bersejarah Milik Kalurahan/Petilasan 

    
17   

Pembuatan/Pemutakhiran Peta Wilayah dan Sosial 

Kalurahan  

    18   Penyusunan Dokumen Perencanaan Tata Ruang Kalurahan 

    19   Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Embung Kalurahan  

    
20   

Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan 

Monumen/Gapura/Batas Kalurahan  

    
21   

Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan  Lapangan 

Kalurahan 

    22   Pemeliharaan Lapangan Kalurahan 

    

23   

Pembinaan dan Pemberian Stimulan/Bantuan Kegiatan 

Pembangunan yang Dilaksanakan Secara Swadaya oleh 

Warga Padukuhan 
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4 

Sub Bidang 

Kawasan 

Permukiman 

01   

Dukungan pelaksanaan program Pembangunan/Rehab 

Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) GAKIN (pemetaan, 

validasi, dll) 

    02   Pemeliharaan Sumur Resapan Milik Kalurahan 

    
03   

Pemeliharaan Sumber Air Bersih Milik Kalurahan (Mata 

Air/Tandon Penampungan Air Hujan/Sumur Bor, dll) 

    
04   

Pemeliharaan Sambungan Air Bersih ke Rumah Tangga 

(pipanisasi, dll) 

    
05   

Pemeliharaan Sanitasi Permukiman (Gorong-gorong, 

Selokan, Parit, dll., diluar prasarana jalan) 

    06   Pemeliharaan Fasilitas Jamban Umum/MCK umum, dll 

    
07   

Pemeliharaan Fasilitas Pengelolaan Sampah 

Kalurahan/Permukiman (Penampungan, Bank Sampah, dll) 

    
08   

Pemeliharaan Sistem Pembuangan Air Limbah (Drainase, 

Air limbah Rumah Tangga) 

    
09   

Pemeliharaan Taman/Taman Bermain Anak Milik 

Kalurahan 

    10   Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sumur Resapan 

    

11   

Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sumber Air Bersih 

Milik Kalurahan (Mata Air/Tandon Penampungan Air 

Hujan/Sumur Bor, dll) 

    
12   

Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sambungan Air 

Bersih ke Rumah Tangga (pipanisasi, dll)  

    

13   

Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sanitasi 

Permukiman (Gorong-gorong, Selokan, Parit, dll., diluar 

prasarana jalan)  

    
14   

Pembangunan/Rehabilitas/Peningkatan Fasilitas Jamban 

Umum/MCK umum, dll  

    

15   

Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Fasilitas 

Pengelolaan Sampah Kalurahan/Permukiman 

(Penampungan, Bank Sampah, dll) 

    

16   

Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sistem 

Pembuangan Air Limbah (Drainase, Air limbah Rumah 

Tangga) 

    
17   

Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Taman/Taman 

Bermain Anak Milik Kalurahan 

    
18   

Stimulan pembangunan MCK Keluarga miskin/tidak 

mampu 
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    19   Pengelolaan MCK Bersama/Umum/Komunal 

    

20   

Pembinaan dan Pemberian Stimulan/Bantuan Kegiatan 

Pembangunan yang Dilaksanakan Secara Swadaya oleh 

Warga Padukuhan 

5 

Sub Bidang 

Kehutanan dan 

Lingkungan Hidup 

1   
Konservasi/ penataan/ penghijauan lahan kritis, pinggir 

jalan kalurahan dll 

  2  Program kali/ sungai bersih/ pembersihan lingkungan 

  3  Pelatihan pengelolaan sampah/ limbah 

  4  Lain-lain sub bidang kehutanan dan lingkungan hidup 

6 

Sub Bidang 

Perhubungan, 

Komunikasi, dan 

Informatika 

01 

 

 

 

  

Pembuatan Rambu-rambu di Jalan Kalurahan 

 

 

 

 

    
02   

Penyelenggaraan Informasi Publik Kalurahan (Misal : 

Pembuatan Poster/Baliho Informasi penetapan/LPJ APBDes 

untuk Warga, dll) 

    
03   

Pengelolaan dan Pembuatan Jaringan/Instalasi Komunikasi 

dan Informasi Lokal 

    04   Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Transportasi Kalurahan 

    
05   

Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana 

dan Prasarana Transportasi Kalurahan 

    
06   

Pemeliharaan Rambu-Rambu Jalan/Penerangan 

JalanKalurahan 

    07   Pengadaan/Pemasangan Penerangan Jalan Kalurahan 

    08   Pembangunan Tempat/Lahan Parkir 

8 
Sub Bidang 

Pariwisata 
01   

Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pariwisata Milik 

Kalurahan 

    
02   

Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan 

Prasarana Pariwisata Milik 

    03   Pengembangan Pariwisata Tingkat Kalurahan 
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BAB VI 

ARAH KEBIJAKAN KEUANGAN KALURAHAN 

 

Berdasar Permendagri Nomor  20  Tahun  2018, Keuangan Desa adalah semua  hak dan 

kewajiban dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan Kalurahan yang dapat dinilai dengan uang, 

termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban 

Kalurahan tersebut, sedangkan pengelolaan keuangan Kalurahan adalah keseluruhan kegiatan yang 

meliputi perencanaan, penganggaran, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan 

pengawasan keuangan Kalurahan. 

Sistem perencanaan pembangunan memiliki salah satu tujuan untuk menjamin keterkaitan 

dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan. Agar visi misi 

dan program yang termuat dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kalurahan 

(RPJM Kalurahan) dapat tercapai atau terealisasi maka memerlukan adanya dukungan 

penganggaran yang relevan, konsisten, dan signifikan. 

Penyusunan RPJM Kalurahan akan menghasilkan rencana pembangunan yang telah 

mempertimbangkan berbagai kemungkinan dari sisi kemampuan penganggarannya. Kemampuan 

anggaran kalurahan diperkirakan dalam bentuk pagu atau plafon indikatif anggaran Kalurahana, 

yang akan berlaku selama enam tahun kedepan.  

Mekanisme dan substansi penetapan perencanaan dikaitkan dengan penganggaran ini 

diharapkan akan lebih mengoptimalkan pelaksanaan pembangunan kalurahan dalam rangka 

mencapai visi, misi, dan program pembangunan kalurahan. 

Dalam penyusunan bagian gambaran pengelolaan keuangan kalurahan dan kerangka 

pendanaan diperlukan pendekatan yang komprehensif dan strategis, baik dari sisi penerimaan 

maupun pengeluaran, sebab akan sangat berdampak pada penciptaan kondisi perekonomian yang 

stabil dan berkelanjutan.  

Sejalan dengan fungsi alokasi dan kondisi keterbatasan kemampuan keuangan Kalurahan 

yang ada, maka perlu diciptakan suatu sistem yang memungkinkan pemerintah Kalurahan menjadi 

lebih efisien, efektif dan akuntabel dalam merumuskan kebijakan keuangannya. Dalam rangka 

meningkatkan kemandirian Kalurahan, sudah saatnya digali semua potensi sumber daya dan modal 

dasar Kalurahan yang dimiliki. Untuk itu perlu dilakukan identifikasi yang maksimal atas potensi 

sumber daya manusia, sumber daya alam, sumber daya buatan dan sumber daya keuangan, untuk 

selanjutnya sumber daya tersebut dikembangkan menjadi pendukung utama dari berbagai kegiatan 

yang akan menghasilkan nilai tambah yang berdaya saing tinggi sehingga mampu mendukung 

kemandirian Kalurahan. 

Pemegang kekuasaan Pengelolaan keuangan Kalurahan adalah Lurah, karena jabatannya 

mempunyai kewenangan menyelenggarakan keseluruhan pengelolaan keuangan Kalurahan yang 

dalam pelaksanaannya dibantu oleh pelaksana teknis Pengelolaan keuangan Kalurahan yang 

diangkat dari perangkat Kalurahan yang ditunjuk. 

 

 



39 

 

 

6.1. Arah Pengelolaan Pendapatan Kalurahan 

Keuangan kalurahan adalah semua hak dan kewajiban kalurahan yang dapat dinilai 

dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan belanja, 

pembiayaan, dan pengelolaan keuangan kalurahan. 

 

Sumber pendapatan kalurahan adalah : 

1. Hasil kekayaan kalurahan yaitu : 

a. Tanah Kas Kalurahan (TKK) 

b. Kios Pasar Kalurahan 

c. Sewa Gedung Pertemuan dan Lapangan Kalurahan 

2. Pendapatan Bantuan Keuangan Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Istimewa 

Yogyakarta, Pemerintah Daerah Kabupaten berupa dana transfer meliputi : 

a. Bantuan Keuangan Pemerintah Pusat (DDS) 

b. Bantuan Keuangan Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta (BKK) 

c. Bantuan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Sleman (ADD,BKK) 

d. Bagi Hasil Pajak dan Restribusi (PBH) 

3. Hasil swadaya dan partisipasi masyarakat : 

a. Merupakan partisipasi masyarakat secara spontan yang diberikan dalam bentuk uang 

dan atau barang yang dinilai dengan uang 

b. Iuran warga 

c. Hasil swadaya dan partisipasi lain yang ditetapkan dengan peraturan perundangan yang 

berlaku. 

4. Hasil gotong royong masyarakat : 

Merupakan bantuan masyarakat secara spontan dalam bentuk jasa yang dapat dinilai 

dengan uang. 

 

6.2. Arah Pengelolaan Belanja Kalurahan 

Belanja Kalurahan, meliputi semua pengeluaran dari rekening Kalurahan yang merupakan kewajiban 

Kalurahan dalam 1 (satu) tahun anggaran. 

Belanja kalurahan antara lain: 

1. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Kalurahan; 

2. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Kalurahan; 

3. Bidang Pembinaan Masyarakat Kalurahan; 

4. Bidang  Pemberdayaan Masyarakat, dan 

5. Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Keadaan Mendesak Kalurahan. 
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6.3. Arah Pengelolaan Pembiayaan Kalurahan 

Pembiayaan Kalurahan meliputi semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan atau 

pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun 

pada tahun anggaran berikutnya, terdiri atas penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan. 

Penerimaan pembiayaan Kalurahan mencakup sisa lebih perhitungan anggaran (SILPA) tahun 

sebelumnya, pencairan dana cadangan, hasil penjualan kekayaan Kalurahan dan penerimaan 

pinjaman. Pengeluaran pembiayaan mencakup pembentukan dana cadangan, penyertaan modal, 

dan pembayaran utang. 
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BAB VII 

KEBIJAKAN UMUM 

 

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kalurahan (RPJM Kalurahan) Kalurahan 

Sidorejo  pada  dasarnya  merupakan  penjabaran  visi  dan  misi dengan memperhatikan prioritas 

pembangunan yang akan dilakukan dengan tujuan dan sasa ran yang telah ditetapkan. Berbagai 

Program dan kegiatan yang dirumuskan merupakan pilihan yang didasarkan pada potensi dan 

permasalahan yang ada. Dalam aspek pembiayaan telah mempertimbangkan berbagai sumber 

pendanaan, antara lain dari Bantuan Pemerintah (Pusat, Propinsi, Kabupaten), APBDes dan 

Partisipasi masyarakat. Program Kebijakan Umum Kalurahan dijabarkan sesuai dengan misi Lurah. 

Adapun kebijakan umum Kalurahan Sidorejo adalah sebagai berikut : 

a. Kebijakan Progam Misi Pertama 

“Mengoptimalkan Kinerja Pamong Kalurahan secara maksimal sesuai dengan tugas pokok 

dan fungsinya demi tercapainya pelayanan yang baik, cepat dan tepat bagi masyarakat” 

1. Program  peningkatan  kapasitas  penyelenggaraan pemerintahan Kalurahan; 

2. Program  peningkatan  kualitas  pelayanan  masyarakat  dengan menerapkan sistem 

manajemen mutu; 

3. Rencana Pelayanan Satu Atap; 

4. Program   peningkatan   kualitas   administrasi   pemerintahan terutama masalah 

kependudukan dan pertanahan; 

5. Program reformasi anggaran untuk peningkatan akuntabilitas dan transparansi 

pengelolaan anggaran Kalurahan; 

6. Program  peningkatan  sinergitas  antar  lembaga  pemerintahan Kalurahan; 

7. Peningkatan penanggulangan bencana tak terduga, darurat, dan mendesak. 

 

b. Kebijakan Program Misi Kedua 

“Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan kalurahan yang berkelanjutan” 

1. Program peningkatan kualitas saran fisik dan sarana umum 

2. Program penyelenggaraan pendidikan non formal dan pendidikan dasar; 

3. Program swadaya dan swakelola masyarakat dalam melaksanakan kegiatan 

pembangunan; 

4. Menyelaraskan kegiatan pembangunan kalurahan dengan kegiatan pembangunan yang 

ada di kabupaten, propinsi dan pusat; 

5. Program peningkatan sarana dan prasarana olahraga serta pembinaan klub-klub olahraga 

tingkat padukuhan dan kalurahan 
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c. Kebijakan Program Misi Ketiga 

“Meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat”  

1. Peningkatan parana dan prasarana kesehatan tingkat padukuhan dan kalurahan; 

2. Peningkatan kapasitas kader kesehatan tingkat padukuhan dan kalurahan; 

3. Program pemutakhiran data PHBS dan PMKS;  

4. Menerapkan program hidup bersih dan sehat (PHBS) di masyarakat;  

5. Program penguatan peran keluarga dalam peningkatan kualitas hidup. 

 

d. Kebijakan Program Misi Keempat 

“Meningkatkan kehidupan yang harmonis, toleran saling menghormati dalam kehidupan 

beragama” 
1. Program fasilitasi kegiatan keagamaan (Hari  besar keagamaan, TPA, Sekolah minggu, dsb) 

2. Program pembinaan tokoh-tokoh keagamaan; 

3. Program dukungan pelaksanaan kegiatan bagi lembaga-lembaga keagamaan. 

 

e.  Kebijakan Program Misi Kelima 

“Menggali, melestarikan dan mengembangkan nilai-nilai budaya Kalurahan” 

1. Revitalisasi nilai tradisi dan budaya lokal; 

2. Program perningkatan kapasitas pelaku seni dan grup kesenian; 

3. Program pelaksanaan kegiatan kesenian dan kebudayaan. 

 

f. Kebijakan Program Misi Keenam 

“Meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kalurahan dengan mewujudkan Badan Usaha 

Milik Kalurahan (BUMKal) dan program lain untuk membuka lapangan kerja bagi 

masyarakat Desa” 

1. Program peningkatan Pendapatan Asli Kalurahan melalui Badan Usaha Milik  

Kalurahan (BUMKal); 

2. Program peningkatan daya dukung lingkungan untuk menciptakan peluang usaha. 

3. Program pengembangan potensi dan sumber daya lokal untuk penciptaan peluang usaha. 

4. Program peningkatan produksi dan kualitas hasil usaha pertanian melalui optimalisasi 

pemanfaatan lahan dan penerapan teknologi pertanian; 

5. Program Pengembangan jejaring kerja sama atau kemitraan dengan instansi Pemerintah 

maupun Non Pemerintah. 
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g. Kebijakan Program Misi Ketujuh 

“Melestarikan dan meningkatkan kegotongroyongan untuk mewujudkan kebersamaan 

masyarakat Kalurahan” 

1. Program peningkatan peran organisasi kelembagaan dalam peningkatan kualitas sumber 

daya manusia; 

2. Program  peningkatan  peran  perempuan melalui optimalisasi tugas dan fungsi PKK  dan 

organisasi perempuan yang lain 

3. Program peningkatan peran pemuda dalam pembangunan melalui optimalisasi tugas  dan 

fungsi karang taruna dan organisasi kepemudaan; 

4. Optimalisasi program bulan bakti gotong royong dan padat karya tunai. 
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Lampiran VIII : Sketsa Kalurahan 

 

A. Potret / Sketsa Kalurahan 

 

 


















